









Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due and when you 
judge between people to judge with justice. Excellent is that which Allah instructs 
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Article 27 of Government Regulation No. 9 of 1975 and Article 139 of the 
Islamic Compilation Law states that the unrecognized defendant's address may be 
summoned by posting a summons on the bulletin board of the Religious Court and 
announcing it through a newspaper or other mass media. In Tulungagung 
Religious Court using Guyub Rukun Radio (RGR FM) as the chosen mass media, 
while Trenggalek Religious Court uses Arena Duta Swara Radio (ADS FM). 
However, these radios have a limited range of broadcast, so the called parties tend 
to be absent. In addition, enthusiasts listen to the radio very little as the 
development of technology. This study focuses more on factors of the 
Tulungagung Religious Court and Trenggalek Religious Court using radio as a 
medium for invisibility calling of the defendant. In addition, the legal implications 
of radio as a media calling the unseen parties of the defendant in the Religious 
Court of Tulungagung and Trenggalek Religious Court.
This research is empiris research (field research). While the approach used 
is a qualitative approach that is comparative, because researchers conduct research 
in Tulungagung Religious Court and Trenggalek Religious Court. Researchers use 
primary and secondary data sources by conducting interviews and documentation. 
The process is done such as editing, classification, verification, analysis, and 
conclusions.
As for factors using radio to call the unrecognized party address in 
Tulungagung Religious Court such as obey rules that have been set, low cost, 
more people can listen to the radio because it can be accessed via the internet, as 
well as radio frequency farther this time. While in the Trenggalek Religious 
Court, radio using factors that are in accordance with the rules, low cost, and more 
effective for Trenggalek people. The implications of radio law as a media calling 
the unrecognized parties address of the defendant in Tulungagung Religious Court 
such as radio can still be used because it can be accessed via internet and radio 
frequency farther so that if not run will be flawed law. While the legal 
is in the rules only mentioned the mass media in general so that the Religious 
Courts interpret themselves that in accordance with the community around 
Trenggalek is radio and must be implemented because if not, it will be null and 
void.
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Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 139 
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pihak tergugat yang tidak diketahui 
alamatnya dapat dipanggil dengan menempelkan surat panggilan di papan 
pengumuman Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui surat kabar atau 
media massa lainnya. Di Pengadilan Agama Tulungagung menggunakan Radio 
Guyub Rukun (RGR FM) sebagai media massa yang dipilih, sedangkan 
Pengadilan Agama Trenggalek menggunakan radio Arena Duta Swara (ADS) FM. 
Namun, radio-radio tersebut memiliki jangkauan siar yang terbatas, sehingga 
pihak yang dipanggil cenderung banyak yang tidak hadir. Selain itu, peminat 
mendengarkan radio sangat sedikit seiring berkembangnya teknologi. Kajian ini 
lebih fokus kepada faktor-faktor Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan 
Agama Trenggalek menggunakan radio sebagai media pemanggilan ghaib pihak 
tergugat. Selain itu, implikasi hukum radio sebagai media pemanggilan ghaib 
pihak tergugat di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama 
Trenggalek.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris (lapangan). Sedangkan 
pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat komparatif, 
karena peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung dan 
Pengadilan Agama Trenggalek. Peneliti menggunakan sumber data primer dan 
sekunder dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Adapun proses yang 
dilakukan diantaranya editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.
Adapun faktor menggunakan radio untuk memanggil pihak yang tidak 
diketahui alamatnya di Pengadilan Agama Tulungagung diantaranya mematuhi 
aturan yang telah ditetapkan, biaya murah, masyarakat lebih bisa mendengarkan 
radio karena dapat diakses melalui internet, serta frekuensi radio lebih jauh saat 
ini. Sedangkan di Pengadilan Agama Trenggalek, faktor menggunakan radio yaitu 
sesuai dengan aturan, biaya murah, dan lebih efektif untuk masyarakat 
Trenggalek. Implikasi hukum radio sebagai media pemanggilan ghaib pihak 
tergugat di Pengadilan Agama Tulungagung diantaranya radio masih dapat 
digunakan karena dapat diakses melalui internet dan frekuensi radio lebih jauh 
sehingga jika tidak dijalankan akan cacat hukum. Sedangkan implikasi hukum 
radio sebagai media pemanggilan ghaib di Pengadilan Agama Trenggalek yaitu di 
dalam aturan hanya disebutkan media massa secara umum sehingga pihak 
Pengadilan Agama menafsirkan sendiri bahwa yang sesuai dengan masyarakat 
sekitar Trenggalek adalah radio dan harus dilaksanakan karena jika tidak 
dilaksanakan akan batal demi hukum.
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RKPDnya Tulungagung namanya 49
Dulu kita pake radio RKPD mbak, radionya pemerintah. Awalnya dulu ada 
keluhan dari daerah pegunungan kalo radio RKPD itu frekuensi siaranya tidak 
nyampe disana. Jadi kita ganti dengan radio ADS dan sampai sekarang nggak 




Setiap panggilan itu  10 ribu. Satu perkara itu dipanggil 2 kali. Jarak antara 
panggilan pertama dengan panggilan itu 1 bulan. 51
Biayanya 10 ribu setiap satu kali memengumumkan dan di ADS ini 
mengumumkan empat kali dengan jarak satu bulan. 52
51
44
Sesuai dengan kebutuhan. Paling ndak ya ada 7 panggilan ya, nanti tarif-tarif
yang ada di dinding itu sudah dihitung dengan kebutuhan. Nanti kalau sudah 
selesai dan masih ada sisa, sisanya akan dikembalikan. Jadi kita hanya 
menentukan tarifnya berapa sesuai kebutuhan yang sudah dibuatkan SK oleh 
ketua pengadilan. Setelah itu direkap  kebutuhannya berapa yg dikeluarkan 
berapa.  Untuk radiusnya sekalipun tidak diketahui alamatnya, sudah disepakati 
radius I semua gitu lo. Karena kita menganggap jarak yang ditempuh ke radio itu 




panjar radius sulit. Karena telah diketahui bahwa alamat tergugat itu ghaib atau 
tidak jelas keberadaanya. Makanya perkara ghaib itu masuk di radius sulit. Gitu 
54
Jadi gini, ritme kalo mau ke radio itu nggak mesti, biasanya itu satu minggu 2 
kali. Jadi taruhlah misal hari ini tanggal 12 februari itu nanti tanggal 15 turun 
surat panggilannya, lah dari tanggal 15 itu saya biasanya mundur satu atau dua 
hari. Jadi saya laksanakan itu biasanya tanggal 19 hari senin. Itu biasanya lo ya, 
maksud e sing mundur lak sing ndak mundur biasane yo seketika itu ya tanggal 16 
lah sudah saya sampaikan ke radio. Itu nanti disiarkan biasanya ya setelah saya 
kesana. Seandainya tanggal 16 atau mundur tanggal 19 hari seninnya itu saya 
antar biasanya sorenya sudah disiarkan. Dan disiarkan setiap hari kalo nggak 








Mungkin masyarakat bisa mendengar. Sekarang panggilan melalui mass radio 
kan jarang didengar, siapa yang menyetel radio? Tapi itu masih ada aturan, kita 
berpegang pada aturan tersebut PP nomor 9 tahun 1975. Emang kita yang 
menunjuk dan memilih ya. 57
Kita juga memperhatikan biaya. Kita selama ini masih menggunakan radio yang 
murah. Kita kan menggunakan asas cepat, sederhana, biaya ringan. Kan beban 




Masih relevan. Karena ya itu tadi radio kan sudah meningkatkan untuk diakses 
lebih jauh kan sebenarnya. 59
Karena radio lebih efektif untuk masyarakat sekitar Nggalek sini. Selain itu, ya 
dapat dinikmati masyarakat pelosok. Memang yang banyak berperkara disini 






Ada. Itu biasanya pulang sebelumnya ya tau kalo istrinya mengajukan akhirnya 
rukun. 61
Dominan perkara ghaib. Dan ada yang hadir. Cuman prosentasenya 
sedikit sekitar nggak ada 5%. Tapi kemungkinan kalo menurut saya berdasarkan 
mendengarkan sendiri kok anu ya sangat minim. Kan panggilan itu disiarkan 2 
kali taruhlah 1 hari cuman disampaikan 5 berikutnya 5 ini kan nggak diulang lagi 
dan besoknya udah perkara lain. Baru nanti di panggilan kedua di bulan 
berikutnya kan nanti baru diulang lagi. Jadi ya sangat nggak mungkin kalo dia 





Ya itu kita menunjuk dan memilih. Selain itu kita ada mou dan kita cari yang 
negeri atau milik daerah. 63





Ada yang hadir, bahkan malah sebelum putusan dibacakan pihak tergugat baru 
hadir dan menyatakan keberatan jika diputus. Jadi ya berperkara dari awal lagi 
dan turun PHS baru. 65
Umumnya pihak tergugat tidak berpengaruh karena sudah dipanggil secara 
resmi dan tertib. Jadi selama sudah dilakukan sesuai aturan yang tidak ada 
masalah. 66
sendiri yang mendengar itu sangat sulit sekali mbak. Tidak mungkin tidak ada 




Ya pasti nggak mendengarkan karena siaran ini kan nggak berulang-ulang, 




Kalo menurut saya ya tetep positif to yo. Ada orang mendengar disampaikan ke 
yang bersangkutan. Kenyataanya  ada sebagaian tapi ndak banyak. Istilahnya 
masih ada ge 69
Diperbolehkan. Kalo radio sekarang kan frekuensinya kan udah jauh to. 




Ini bisa dilihat di online. Dan yang jelas dari dulu sudah ada aturannya seperti 
itu kita yo melaksanakan kayak itu. Kalo masalah didengar atau nggak saya 
kurang bisa menyikapi ya. Yang jelas kita sudah melakukan aturan yang ada, kalo 
mau online dari luar negeri pun kan juga bisa .71
UU hanya menyebutkan diumumkan melalui media massa, hanya disebutkan 
secara umum. Ya tinggal kita saja menafsirkannya gimana, kita menafsirkan 
dengan melihat keadaan masyarakat sekitar. Radio dapat menjangkau segala 
usia, karena di Nggalek banyak daerah pegunungan yang tidak mungkin mau 




Sifatnya wajib dalam artian harus dijalankan. Karena kalo relaas dalam hal ini 





74Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
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Apakah benar media yang digunakan adalah radio?
Apakah dengan radio, para pihak yang dipanggil banyak yang hadir?
Bagaimana prosedur panggilan pihak tergugat yang ghaib?
Berapa biaya setiap panggilan ghaib ke radio?
Apa dasar Pengadilan Agama menggunakan radio untuk media massa 
panggilan ghaib?
Mengapa memilih radio untuk media massanya?
Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai radio tersebut yang digunakan 
untuk memanggil pihak yang ghaib?
Bagaimana impilkasi hukum radio tersebut dalam panggilan ghaib pihak 
tergugat?






























